Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR =4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

TINGKAT PROVINSI

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan- Pasal 45 ayat (3}
Peraturan Daerah Provinsi Kal;mantan Eiamt}}}
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pmlmdungan Anak;:_.f g .: L
perlu menetapkan Peraturan’ Gubemur tenmg;_ﬁ.’if.. 

Pengembangan Kabupaten/ Kota . Layak Anak ”E“mgkaﬁ

Provinsi; : =
1. Pasal 18 ayat (6} Undamg-Undamg Dasar N@g

Republik Indonesia Tahun 1945 '_ _ e E

2. Undang — Undang Nomor 39 Tahnn 1999 temang'.'._ak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Repubhk Iﬁd@ﬁ@gi&_
Tahun 1995 Nomor 165; Tambahan Lembaran N@g&‘m_
Republik Indonesia R‘omor 3886) S
3. Nomor 23 Tahun 2(.}02 tentaﬁg Perimdungam
(Lembaran Negara Repubhk Indonesza Tahun.

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Rep& ;

Indonesia Nomor 4235) sebagajmana te];a}i eizubah_

dengan Undang-l)ndemg Nomor 35 ’E‘ahu

Republik 'Indenesiza ‘I‘ahun 2014 Nﬁf
Tambahan Lembaran Neg&ra : Repubhk

Nomor 5606);:

31@_&&:‘1'@@&35

HARD PERANGRAT DAKRAH - ﬁ%ﬁ%”g‘m_i:' wmmna |
HOWUM ] - PEMRARAREA SN BRSO

p R




10.

Undang- Undang Nm’:ﬂoz 12 Tahm 2@11"__'___-_“; -
Pembentukan Perundang- Uﬁdangan (Lembat:«:m Negm B £
Republik Ttidonesia Tahun 2011 Nomor. 82, Tam@ahamf e

Lembaran Negara Republik Iﬂdonegza Nomofﬁﬁ?ﬂ@)

Sebaga_tmana telah diubah’ beber&pa kah chir o
dengan Uﬂdaﬂg-Undang Nomor 15 Tahun 0 ::_5:'
tentang Perubahan Atas’ Undanw Undang Namar 12
Tahun 2011 tentang Pembeﬁmkan Peramraﬁ:-f__f.
Perundang-Undarngan (Lembaraﬂ Ne&am Repubhk??
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamgahan;f'
Lembaran Negara Republik Iﬂdonema ﬁamm 63%%}:'{_ o
Uﬁdang~Undang Nomor 23 Tahun 2{}14 te;i:&mg?

Pemerintahan Daerah (Lembaraﬂ Negaua Re;:subhk
Indonesia - Tahun - 2014 Nommr 244 ’I‘ambaha

Lembaran : Negara Repubhk Ind@z‘aetsxa Nama‘r 5%8’?}_

sebagalmaﬂ telah diﬂb‘ﬂ’l b@ber&p& l»sah
dengan Undang Undang Nomor 1 ’“i‘ahuﬂ ?O
Hubungan Keuangan antara: Pemez mtah Pu At
Pemerintah - Daerah- (Lembaran Negara Republikc
Indonesia Tahun 2022 Nemor 4, ”I‘ami:sahan Lembaran
Negara Republik inc‘ianesza Nomer 6757 ) S

Undang- Uﬁdang Noitor 9 Tahun 2022 t@ntang .‘i}“*’z‘

Kahmantam Barat

{Lembamn Neffara :

Negara Repubhk Indan@sza Nemer 6‘?’80) ; :
Peraturan Presiden  Nomor 25 t&hnn 202
Kebijakan Kota Layak Anak (Lem%}aza
Republik Indonema Tahun 2021 Nomor 96)

Kabupaten / Kota Layak Anak ngkat P:t‘(;svms
Peraturan Menteri: Pemberda*yaan .':?P‘ empua;

Pe;hndunwan Anak Repubhk Iﬁdc}nesm Nonm
Tahun 201 1 tentang Kebz;akan Pemgemba gar
Kabupaten/Kota Layalk' Anak -
Peraturan Menteri Pemberdayaan ?eremp_ L __n'
Perlindungan . Anak - Repubhk Indcsnesza"__}i‘%@m&
Tahun 2011 tentang Indzkatm" I&abup&ten/ E{ﬁata L vak
Anak 'I‘mgkat Provinsi;
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Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR . TENTANG - PE“JGEMBANG' '-Nif,

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.
2.

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuam éan{'f S
Perlindungan Anak Republik Indon@sia ‘Nomier 13
Tahun 2011 tentang Panduan -:Peﬁgembalﬁgéxﬂ"_"_ S 8
Kabupaten/Kota Layak Analk; : o o IRV
12, Peraturan Menteri Pemberdayaan - Perempuan dan L L

Perlindungan Anak Republik Inéenema i\?omm 14:-1 _
Tahun 2011 tentang Fanduan = hv&iuagi'
Kabupaten/Kota Layak Anak; » . B
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentangg_f . .
Susunan Organisasi Perangkat Daerﬂl ?ravmm;”_f _-
Kalimantan Barat sebagaimana telah: dmbah beberapa; o L
kali dan terakhir dengan Peraturan Daera‘n Nemm 9o _
Tahun 2014 tentang Perubahan B_etlga atas’ ?eramzm}g i e
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sugl,man-_'---_'[,'5.: s
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi- K&izman&an-_f
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. L
Tahun 2012 Nomer 8, Tambahan Lembaran }Z}aera%z“. Sl
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); - L Ny
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahum 2015’ itmztamg 0

Perlindungan Anak (Lembaran I)ael ah ?rov:znmffi'f'iﬁ"
Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor: 4) g e
15. Peraturan Gubernur Nommor 119 Tahun 2021 T@ntmwf- a0

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tuga& dan ?mr}gm:
Serta Tata Kerja Dinas Pember dayaan Perempuam dm%_-_{

Perlindungan Anak Provinsi I&ahmanian Ba:t at

MEMUTUSKAN:

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK _TINGKAT_PRQViN_SI _

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. o o
Pemerintah Daerah adalah Gubernur s’ebagai- ur’mur peny@ienggala;
Pemerintahan Daerah yang memm’zpm pelaksanaan uz‘usaﬁ pemezmiaham
yang menjadi kewenangan daerah otonorn. _ '
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.:

Kabupaten /Kota adalah Kabupaten/Kota di Provirsi iiallmmﬂanﬁmm . . :.
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tingkat provinsi yang - mengkoordmasﬂ{an ke“ia‘ian'_f{-'

Daerah dalam jangka waktu 'ter‘tentu, sebaga; mstmme
Kabupai:en /Kota Layak Anak. ' RS

dan negara.

asa}. 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagm pedoman 'bagz Pemerintah Dae
dalam melaksanakan pengembamgan 3:81 hadap KLA :'_} L

Pasa} 3. |
Tujuan ditetapkannya Peraturaiy Gubemur ini- adaiah

a. meningkatkan komitmen Pemermtah Daerah ma&yaz‘aka_ _dam ddnia usaha

dalam upaya mewujudkan p&mbaﬂzs“{_}.}ﬁan yang peduh ‘i:erha da
dan kepentingan terbaik bag1 anak St

sumber daya maﬂusm o

b. mengintegrasikan potensz,_

RARD _?Emﬁﬁﬁﬁ.‘? ﬁmw &ﬁém‘?ﬁﬁ_ff &
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c. memperkuat peran dan kapasﬂas Pemermtah Daerah daiam mewu;m:&
pembangunan di bidang perlindungan daﬂ pemenuhe‘m halx anak daﬁ :
d. menciptakan iklim vang Londuszf bagi - tumbuh kembaﬂg anak : guﬂ”

mewujudkan sumber daya manusia seba ai generam pez’iems pembamga"am :
Kalimantan Barat yang sehat cerdas, p1 odulktif dan movamf i

Pasal 4 S
Untuk mempercepat implementasi Pengembangan i KLA chgunakan_;
Pengarusutamaan Hak Anak vaitu menwmt@gx as;kan hak-hak anak k:'

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mulai’ dazz tahap_f:

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan cian evaiuagl demgan prms;ap R:epe"
terbaik bagi anak. RIS

Pasal 5
Prinsip Penyelenggaraan Pengembangam KLA:

a. non diskriminasi yaitu tdak membedakan s;uku, ras, agama 365

bahasa, paham politik, asal ke’iaangsaaﬁ sm‘tuﬁ e}r;{mmml kondisi fz&

H

maupun psikis anak atau faktor lainnya;

b. kepentingan terbaik bagi anak vaitu mengadikan hai yan p@r;t_ngf bazh bag
anak sebagaz pezumbangan utama daiam setlap lqe:bgakan e

keputusan terutama jﬂ«:a ; menyangkut hai he;.}

kehidupan analk.

Pasai 6

Ruang lingltup dalam Peraturan Gubemur 1n1 mehpum

persiapan Pengembangan KLA '
indikator KLA; Sl
tugas, Fungsi Susunan Gugus Tugas Prov1ns1 o
kewajiban dan peran serta; i
pembinaan dan Pengawasan Peiaksanaaﬂ E&LA
RAD KLA;
pemantauan dan Evaluasi;

@ oo A oo

penghargaan KLA; dan

i o
.

pendanaan.
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(1)

dari :

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam jpasai 7’ a3

BABHT Has
PERSIAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN /KC}TA LAYA}’& ANAK .

Pasal 7 : _
Persiapan Pengembangan KLA sebagaimana; dlmakaud dalam Pa@al 6 1"1111 ﬁf a_: s

di lakukan oleh Dinas. . . SR ENEE SN
Kegiatan persiapan pengembangan KLA sebagaimazm dzmaksud pada aya%: (13 .
meliputi: N '- SRR _.
a. pembangun kesepakatan dengan Perangkat Daerah ‘i:efkait Lemhag& N%mi.f.':'l :
Pemerintah, Dunia Usaha dan Media untuk memgzmplern&n’cmﬁmn KLA;':-'
dan LRI

b. pembentukan Gugus Tugas Pxovmsz da,n memmuskan };}@mn d;m’;_
tanggungjawab masing-masing pihak yang ter libat daﬁ{am kﬁ*&;@pakamﬁ}
sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf a. : T _ _::'j

Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dxmaksud pada a‘;fa’{: (2) humf"z} :

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; | B

Tahapan persiapan pengembangan KLA sebagazmana dlmaksud pada mfat (1‘}‘--

meliputi: ' '

a. persiapan;
b. perencanaan;

¢. pelaksanaan; dan
d. pelaporan.

Bagian Kesatu

Taliapan Persiap:éiﬁ .
Pasal 8 |

komitmen; S
pembentukan Gugus Tugas Provinsi; dan -~
pengumpulan data dasar. '

Bagian Kedua- .. o
Tahapan Pemﬁ'c‘aﬁaan G o

Pasal@ _ g
Tahapan perencanaan sebagaimana dlmaksud daiam pasal; avat 4
terdiri dari penyusunan RAD-KLA Provinsi; - R e
Mengintegrasikan RAD ke_ dalam Rancanwam Pembangunar}
Menengah Daerah Provinsi; _ ot Lo
Mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Ket‘;a Pemenni
Mengintegrasikan RAD ke dalam’ Rencana Kerj ja Perangkai ! :aez“ah _
Mengintegrasikan dokumen RAD ke d@.lam Rencana Kerga Perangkézt Daera

HURUHR PRMBARAREA TR A
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Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 10
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan KLA di Kabupaten/ Kota melalui:

a. menentukan tahapan Kabupaten/Kota yang akan di fasilitasi untuk
implermentasi KLA;

b. membuat kesepakatan antara Pemenrintah Daerah dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk implementasi KLA;

c. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA

d. memberikan bantuan teknis bagi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA:
dan

e. melalkukan mediasi bagi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaporan

Pasal 11
Pelaporan dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA yang disampaikan kepada
Gubernur.

BAB 111
INDIKATOR KLA

Pasal 12
(1) Indikator KLA sebagai dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :

a. penguatan kelembagaan; dan

b. klaster hak anak.

(2} Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
meliputi :

a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk
pemenuthan hak anak dan perlindungan khusus anak;

b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan
khusus anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;

c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan
kegiatan yvang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok
anak lainnya;

d. tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih Konvensi Hak
Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan,
program dan kegiatan;

e. tersedia data profil anak terpilah ditingkat Provinsi; dan

f. keterlibatan Lembaga masyarakat, dunia usaha, media masa dan forum
anak dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

BARD | PRRANGHAT DARRAR | ,ocoppreyr | smmpa . |
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(3) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b meliputi:
a. hak sipil dan kebebasan ; . .

linglkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

kesehatan dasar dan kesejahteraan; : e _

pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan L

perlindungan khusus anak. S

o a0 o

Pasal 13 -
Indikator KLA untuk hak sipil dan kebebasan sebagaimana’ dlma}a@ud ciaiamf_' |
Pasal 12 ayvat (3) huruf a meliputi : :
a. peraturan anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta lcﬁlahzmn
b, tersedia fasilitas informasi layak anak; dan SR
c. jumlah partisipasi, kelompok anak, termasuk forum anak, yamg ada d.i
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 14 : S
Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pen&asuham aii:@matﬁ;f.i_-' S
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mehpuﬂ o
a. perkawinan anak; _ : AR
b. lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga Lembaga p@ngasuhaﬁ altez matwﬁ i '
PAUD-HI; dan : ' |
c. infrastrukiur ramah anak.

Pasal 15 T g
Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan I{esejahteraan sebagazm&nag___z'-"_f- : !
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf ¢ meliputi : SR
a. persalinan di fasilitas Kesehatan;
b. prevalensi gizi
¢. pemberian makanan bayi dan anak {PMBA);
d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
e. air minum dan sanitasi; dan : :
f.  kawasan tanpa rokok dan iklan, promosi, sosialisasi rokok

Pagal 16 e L
Indikator KLA untuk klaster Pendidikan, Pemanfaatan Walctur. Luang dm’a Kegiamnfj;_
Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {3) huruf d; me-hputi Sl
a. wajib belajar (wajar) dua belas tahun; T O s e i e & L
b. sekolah ramah anak; dan e e B e
c. pusat kreativitas anak. I

Pasal 17 RS
Indikator KLA untuk klaster Perlindungan Khusus Anak bebaggsumaﬂa chmﬂzksméf5'-_:'_.;."
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e meliputi: ' > SN

a. korban kekerasan dan eksploitasi;

korban pornografi dan situasi darurat;

penyandang disabilitas; dan L
anak berhadapan dengan hukum, terorisme, dan stigma.-

oo o
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BAB IV - i
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ~
GUGUS TUGAS PROVINSI

Bagian Kesatu

Pasal 18

Gugus Tugas Provinsi mempunyai tugas sebagai bemkui

a. melakukan sosialisasi, koordinasi dan smkx on1sa~=;1 peiak@maam

pengembangan KLA;
b.  menyusun mekanisme kerja dan RAD E{LA o = L
c. melakukan rapat koordinasi dengan anggota gugus mgas atau Pemngig

Daerah secara berkala dan insidentil;

d. melakukan desiminasi informasi 'i:ez’ri:ariig'_'_KLA &,ecara}}ezkelanjutanda
berkesinambungan; S S e
e. menentukan fokus utama program dan keoaatzm dalam 1newu3udkaﬂ KL-
yang disesuaikan dengan potensi daerah masa‘iah utama, keh"

surmber daya vang tersedia;

KLA;

g.  melakukan pemantauan dan ava‘luasi' teé‘h‘édap

Kabupaten/Kota; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Guberﬁﬂi &

Bagian Kedua -

Fungsi

Pasal 19 - et

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d_imaksu‘d' dalam?a%al ;:’3;8',__ g
Provinsi menyelenggarakan fungsi: A : L _' L
a. pengumpulan, pengolahan, dan penvapan da‘t& kebljakan pmgmmg
kegiatan terkait pemenuhan hak anak; o _ SRR

b. melaksanakan kebijakan, program, dan. kegla‘can sesual dengan EAE I
c. melakukan koordinasi dengan Perangka‘t Daerah Kabupatem /RQT

dalam pengembangan KLA; dan

d. mengadakan konsultasi dan meminta masukaﬁ darz ‘Lenaga pr@fe%‘m gl

unntuk mewujudkan KLA.
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Bagian Ketiga

Susunan Gugus Tugas Provinsi

Pasal 20 :

(1) Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Vayai(E} huruf E:; T
keanggotaannya meliputi unsur-unsur Dinas, Pei*andkat”".ﬁaéréﬁ' 'téi‘kéﬁ%’
Lembaga terkait, perwakilan anak dan dapat mehba’ckan duma us;a‘hm, _-
masyarakat dan media; : - ” __
(2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagmmana dzmaksud pgsda;jf_f'f.'

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BABV
KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA .

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 21 Sy
(1} Pemerintah Daerah, Lembaga masyarakat, dunia usaha, medza m&sa fﬁium;;“;_;_--'_.-"i'.

anak dan keluarga berkewajiban .dan ber tanggung 3awab terhadapf-___f et

Pengembangan KLA.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah melaksanahan dem mendukung kebgak&&;ﬁ

vang diwujudkan melalui upaya daerah m&mbangun KLA. -

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 22

Bagian Ketiga

Kewajiban Dunia Usaha

Pasal 23 IR -
Peran dumnia usaha dilakukan melalui kebijakan: pemsahaan yanﬁ b@r ifaff
berperspektif Anak, produk yang ditujuan untuk anak haz‘us amaﬂ un‘mk 'ém&

dan berkontribusi dalam pemenuhan hak anak meiaim tanggung J&W&b sng

perusahaan.
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Bagian Keempat | n
Kewajiban Orang Tua dan Keiuéﬁ:'ga

Pasal 24 N _ o
{1) Menjaga Kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kaﬂdungma

{2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui kebex adaanya a‘tczm
karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewa_}lbaﬁ dan’ ’Eang&,m:r}gs:}"-_':__--f-.; .
jawabnya maka dapat beralih kepada keéluarga yang dﬂai{ﬁanakan S&‘%H&i'_;.-.':-:'.'._'

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kewajiban Media

Pasal 25

Peran media massa dilakukan melalui peiebaﬂuas&m mf@rmass:{ dé‘iﬁ ma‘é:evzi'_,:

edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, P@ndldﬂ{am agama éamf;_

Kesehatan anak dengan memperhatikan kepen‘mﬂwan ierbmk bagl maﬁi{

Bagian Keenam
Kewajiban Anak

Pasal 26 _ :
Setiap anak berkewajiban menghormati orang tuag wail dem guru, mgnmnmz
keluarga, masyarakat dan menyayangi ternan, menczntm tanah azr bm‘ags& dam
negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran atramanya sem m&la};*@aﬁmkaﬁ

etika dan akhlak mulia

Bagian Ketujuh -
Peran Serta Forum :Aﬁal{ ;

Pasal 27 o
(1) Pemerintah Daerah mendukung peran serta anak melaﬁiui farum anak_

(2} Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rep”"seflﬁmﬁ--.
anak berdasarkan domisili, kelompok anak atau kelomp&ii ie:eﬂmf:an m&h "
atau perseorangan. ' R Tl

(3) Forum Anak sebagaimana dimaksud - pada ayat (25_) --m@ﬂya pai

pertimbangan dan pendapat dalam setiap penyuemﬁan kebz_;akan &azzg' e}t-?: ;

dengan anal.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28 _
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap - pengembaﬂwam '
KLA. :
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengembangan KLA sebaga&m&ﬂa
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas. -
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan ( oo
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundanguundangan '

BAB VI
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 29 :

RAD KLA berisikan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh i}ugu«%-_. N
Tugas Provinsi;

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meh;}utﬁ

a. menyusun perencanaan RAD KLA; : -

b. mengintegrasikan RAD KLA ke dalam Rencana Pembangunan Jamgka:l _

Menengah Daerah (RPIJMD) Provinsi; dan S

c. mengintegrasikan RAD KLA ke dalam Rencana Kerja Pemermtah })aeiah_' g S

(RKPD) Provinsi.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

KLA.

Pemantaun dan evaluasi pengembangan KLA oleh Guggus ’Fuga$ Pr’cmmmf_'_;
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan secara ber}{a}a wntuk oo
mengetahui  perkembangan  dan  hambatan daiam . p_elaksanaaﬁ} Lo

pengembangan KLA.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA 3ebagazmmmf L -
dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap penguatan k@iembagaan dm'ﬁ_'_f S

pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak sesuai dengan mdzkaim" KLA

BAB IX
PENGHARGAAN KI.A

Pasal 31

Pemerintah  Daerah memberikan penghargaan kepada Pf?melmtahf i

Kabupaten/Kota yang telah berhasil dalam pengembangan. KLA

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ﬁlbez*ikan dalam:'
bentuk piagam, plakat dan lain-lain sesuai dengan k&tentman p@?&fuiﬂaﬁ o

perundang-undangan.

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud: pada ayat ("{) -gm .3'_'; IR

ayat {2} berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundaﬁgﬂunciangan

EARG FERANGEAT DARRAH

BURUM FRMRARARSA . | CTCOTENI | SEEDA

VoA

Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasz p&ng@mbmgam;; S




BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 32 _ G TEIe e

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya ?@mmmﬁ

Gubernur ini dibebankan pada: -

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan R

b. sumber dana lain vang sah dan tidak menglkat sesual dem&aﬁ k&tenium1
peraturan perundang-undangan. ' '

BAB X1 .
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
FPeraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dmndangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, m@m&rmi&hkaﬂ p@ngundangan Peratum
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Bemta Daerah Pmmris;i_ _
Barat

Ditetapkan di p@-ﬁmg e
ﬁGUB}:RNUR KALEMANTAN BARAT

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal ¢ Ound T0%L
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HARISSON
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